PERATURAN WALTKOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2010

. TENTANG
_ AKSANA TEKNIS SEKQLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN

WALIKOTA BONTANG,

bahwa dalam rangka mendulung teknis operasional dan penyeragaman
struktur penataan administrasi Dinas Pendidikan dibidang pendidikan
dasar serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraluran Daerah
Nomor 6 Tahun 2008 tenlang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

bahwa untule melaksanalkan maksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Bontang, tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Pada
Dinas Penddivan,

: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tenlang Pembentukan Kabupaten
MNunukan, Kabupaten Malinan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

- Timur dan Kota Bootang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3839) Sebapaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tuhun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
74, Tumbahan |.embaran Negara Republik Indoncsia Nomaor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentanpg Sistem Pendidikan

- '.'f- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabtmn 2003 Nomor 78, i
oy .' 1 < '
A Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); s
i
L
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor |25, 1”1
Tambaban Lembaran Nepara Republik  Indonesia  Nomor 4437) L

sebagaimana relah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 124
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
5%, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4844 ),

4. Tndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daecrah (lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

L. Republik Indonesia Nomor 4438);

kY. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 fentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil




enetapkan

(Lembaran Negara Republike Indonesia Tahug 2003 Nomor 15, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4263},

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah NMomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemcerintal, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemnerintahan  Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Lndonesia NMomor 4737,

Feraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2007

Nomor 849, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor

4741%;

Peraturan Daerah Kota Dontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organigasi
dan Tata Kerja Dinas Dacrah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TRENIS
SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIE AN

BAL L
KETENTUAN UMURM

Pasal 1

Dalam Peraluran inl yang dimaksudd dengan :

e

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah dan Peranglat
Daerah sehagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Diacrah adalah Kota Bontang.

Kepala Daerah adalah Walikota Bontang,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.

Unit Pelalksana Teknis vang selaniutnya disingkat UPT adalal unsur
pelaksana di lingkungan Ninas Pendidikan vang melaksanakan sebagaian
tugas telnis kehnsus operasional yang secara langsung berhubungun dengan

pendidikan.
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Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Sekolah Dasar pada Dinas
:.. Pendidilan.

1 . (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari -

a. UPT Sckolah Dasar wilayah Bontang Utara, terdiri dari
1. SDN 001 Bontang Utara

. 2. SDN 002 Bontang Utara

3. SDN 003 Bontang Utara

f-} 4. SDN 004 Bontang Utara
5. SDN 005 Bontang Utara

:'.' 6. SDN 006 Bontang Utara
7. 5DN 007 Bontang Ulara
8. SDN 008 Bontang Utara

, __ 9. SDN 009 Bontang Ulara

10, $DN 010 Bontang Utara

E 3 11. SDN 011 Bontang Utara

] b. UPT Sekolah Dasar wilayah RBontang Selatan, terdiri dari
f 1. SDN 015 Bonlang Selatan
DN 016 Bontang Selatan
SN 001 Bontang Selatan
SDN 002 Bontang Selatan
SDN 003 Bontane Selatan
SDN 004 Bontang Selatan
SN 005 Bontang Selatan
SDM 006 Bontang Selalan

2.
3
4
3,
6.
7
" 3 g
9. SDN 007 Bontang Selatan
i’ 10, SDN 009 Bontang Selatan
: 1L SDN 010 Bontang Selatan
12. SDN 011 Bontang Selatan
; . 13. SDN 012 Bontang Selatan
14. SDN 013 Bontanp Selatan
i 15. SDN 014 Bontang Selatan
c. UPT Sekolah Dasar wilayah Bontang Barat, terdiri dari
: _ 1. SDN 001 Bontang Barat
. 2. SDN 002 Bontang Barat
] 3. SDN 003 Bontang Baral
4. SDN 004 Bonlang Barat
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. BAR EII
! KEDUDUKAM, TUGAS POKOK DAN TUNGSE
- B
L 3
E Pasal 3
. UPT Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang selanjutnya
3 .:. disebul Kepala Sekolah yang herkedudukan dibawah dan bertangeung jawab
= 3 kepada Kepala Dinas Pendidilkan melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
Pusal 4
UPT Sckolah Dasar mempunyal lugas pokok penvelengparaan pengelolaan
: Sekolah Dasar.
Pasal 5
o Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalksud dalam Pasal 4, UPT
. seleolah Dasar mempunyai fungsi
: L a.  Pengumpulan, pengolaban data dan  informasi, penginventarisasian
& :f permasalahan-permasalaban serta melaksanakon pemecahan permasalahan
E . yang herhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan sekolah.
;:: b.  Perencanaan, pelaksanakan, pengendalian, pengevalnasian dan pelaporan
= kegiatan sekolah.
- c.  Penviapan hahan kebijakan, bimbinpgan dan pembinaan serta petunuk
; teknis sesuai hidang tueasnya,

d.  Denyelengparaan proses pembelajaran sesum dengan Ketentuan  yang
berlaku.

E - e. [eluksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik.
f.  Penyediaan sarana clan prasarana pembelajaran.

. Pelaksannan ketalansahaan dan rurmah angga UPT,

h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja UFT.
i,  Pelaksanaan tugas lain yang sesual bidung lugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

BABTY
HRUSUNAN ORGANISAST

Pasal 6

(1) Susunan organisasi U1 Sckolah Dasar terdiri dari :

a. Kepala Sekolah
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(1)

(2)

L.

[

d.

€

Wakil Kepala Sekolah
Kepala Tata Usalia:
Pelalcsana Telonis "Terdird dari:
1. Urnsan Kurikalum:

2. Urosan Hubungan Masvarakat;

3. Urusan Sarana dan Prasarana;
4. Urusan Kesiswaan,

5. Pengelola Laboratorium:

6. Pengelola Perpusiakaan;

7. Pengelola Keterampilan dan Seni.

Kelompaok Jabatan Fungsional.

Susunan arganisasi UPT Scltolah Dasar schagaimana dimaksud pada ayat

{1} merupakan unsur orpanisasi non strulural.

Bagan strulktar TIPT Sekolah Dasar sebagaimana  tercantun  dalam

tampiran Peraturan ind,

BAR YV
TURATAMN TUGAS

Pagal 7

Kepala Sekolah schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huraf

mempoayai tugas ;

A,

il

Menetaplkan visi, misi dan tujuan sekolah serta menetapkan kebijalkan
dan sasaran  pwitn, mengkoordinasi perencanaan  dan  pelaksanaan
Rencana Pengembangan Selolah (RPS) atan Rencana Kegiatan Sekolah
(RES) dan Rencana Kegiatan Anpgaran Sckolah (REASY,

- Melalsanakan  koordinasi  dalam  penyusunan  Rencana  Keglatan

Angparan Sckolah (RKAS) serta memhbina pelaksanaan pengelolaan
Angparan Pendapatan dan Belanja Selcolah (APBS),

. Melaksanakan pemhinaan pengelolasn dan pembinaan Kegiatan Belajar

Mengajar, Supervist Guru dan Tenaga Kependidilan;
Melaksanakan peambinaan pengembangan Koriliulum, Sarana Frasarana,
Kesiswaan, Hubungan Masvarakat dan Pengembangan Frofesi dan

T arier Staf;

. Mengajar minimal 6 jam pelajaran atau membina BIYBE sebanyak 40

orang siswa (bagi kepala sekolah yang berasal dari gura BF/BK) scrta
membual laporan sccara berkala dan msidentil kepada kepala Dinas
Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Dasar.

Wakil Kepala Sekolah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

b mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan membuat program pengembangan berdasarkarn




BAR VI
TAYA KERIA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sckolaly, Wakil Kepala Sekolah, Kepala
Tata Usaha, Pelaksana Teknis UPT dan Kelompol Jabatan Fungsional
menerapkan pringip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara
verlikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satian organisasl sesual dengan lugas pokok masing-masing.

BAR VL
REPREGAWALAN

Tasal 9
Kepala Scholah diangkal dan diberhentikan oleh Kepala Daerab dari Pegawai

Negerl Sipil Daerab yang memenuhi syarat atas vsul Kepala Dinay melalol

Sekretaris Daerah sesuai peratiran pemndang-undangan yang berlakn,

Pasal 19

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Pelaksana
Teknis adalah Jabatan Fungsional.

RAB VI
SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Tasai 11

Sumber dana UPT Sckolah Dasar dapat berasal dari Pemerintahi, Pemerintah

Daerah dan penerimaan lain-lain yang sah,
Pasal 12

Pola pengelolaan keuanpgan mengikuli peraturan permndang-undangan  yang
herlalku,
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E | KETENTUAN PENUTUP

- 3 Pagal 13

FPeraturan Walikota ini mulai berlaln sejak tanggal diundanglean.

’ Ditetapkan di Bortang
3 pada tanggal 3 Maret 2010
WALIKOTA BONTANG,

3 (_/:L/

E 1 ANDI SOFY AN HASDAM

imdanglan di Bontang

ada tanggal f’r}/,[fi:f'e;f?ﬂi\{}
4 M

APl SHKREFARIFDAER

10

Agar sehiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan

Waltkota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.
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Lampiran
Nomor
Tanggal
'T'entang

: Peraturan Walikota Bontang
: 7 Tahun 2010
;3 Maret 2010

: UNIT PELAKSANA TEENIS SEKOLAH DASAR PADA DINAS

PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR

= —

KIPALA SEKOLAH
WARIL EEPALA EKLRTALA
SEKOLAH TATA USATIA
KELOMPOR JABATATN
FUNGSIOMAT,

PRLAKSANA TEIKNIS

l %_Trus El'-l. Fariloulum

2. Urnsan Kesiswaan

3. Urvsan Sarana Prasarana
4 Tlrusan Kesiswaan

5. Pengelola Laboratorium
6. Pengelola Perpustakaan

7. Pengelola Ketrampilan
clan Sei

WALIKOTA BONTANG,

ANDI SOPYAN HASDAM
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